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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku 

korupsi, yang meliputi memperkaya diri, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, 

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan 

perbuatan lainnya, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu 

badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, dan 

atau perekonomian negara dan pemberian suap atau gratifikasi.1 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus 

di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan  hukum pidana 

umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta  apabila  di tinjau dari materi 

yang diatur, tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung 

dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya  kebocoran dan penyimpangan 

terhadap keuangan dan perekonomian negara.2 

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) 

atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para

                                                           
1Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), Rajawali 

Pers,Depok, 2017, hlm.26. 
2Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di  Indonesia Nomatif, Toeretis, Praktik dan 

Masalahnya, PT Alumni, Bandung,, 2008,  hlm.153. 
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pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue color crime, blue jeans crime ),  terhadap 

color crimeini, pihak yang terlibat adalah  mereka yang merupakan orang-orang yang 

terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi.3 

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi di 

Indonesia yaitu antara lain: 

1. Meluasnya praktek korupsi adalah karena mengabaikan adanya konflik 

kepentingan. Tidak ada pemisahan yang tegas antara lembaga eksekutif dan 

yudikatif lebih-lebih dalam arti penunjukan pejabat yudikatif. Dalam arti 

tertentu prerogratif presiden dalam penunjukan jaksa adalah akumulasi 

kekuasaan dan yang memiliki implikasi konflik kepentingan; 

2. Konsentrasi kekuasaan dan tidak efektifnya control, konsentrasi kekuasaan 

ini sangat kuat pada tingkat puncak hirarki kekuasaan; 

3. Mengambil keputusan yang ternyata tidak hanya di lakukan oleh pejabat 

yang berwenang. Yang sebenarnya terjadi banyak keputusan melalui 

prosedur negosiasi  dengan pihak-pihak yang terkait dengan bidang sosial-

ekonomi;dan kebutuhan partai-partai politik untuk menandai pemilu.4 

Tindak pidana korupsi yang di jatuhi pidana penjara sebagai subsidair pada 

putusan pidana uang pengganti dirumuskan dalam undang-undang tindak pidana 

korupsi dimana pidana uang pengganti adalah pidana tambahan yang mana 

                                                           
3Jewade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Presfektif  HAN ( Hukum Administrasi Negara),  

Sinar Graftika, Jakarta, 2013,  hlm.1. 
4Kif Aminanto, Politik  Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidanna 

Korupsi, Jember Katamedia, Jember, 2017 , hlm.155. 
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apabila koruptor tidak mampu untuk membayar pidana uang pengganti maka 

sebagai gantinya ia harus menjalani pidana penjara. Subsidiair yaitu sebagai 

pengganti sesuatu apabila ini tidak terjadi. Hukuman kurungan subsidiair adalah 

hukuman kurungan sebagai penganti hukuman denda apabila terhukum tidak 

membayarnya.5 

Hakim menjadi cerminan dari penegakan peradilan pidana yang diharapkan 

dapat berimbang dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam 

memberikan putusan. Hal ini tercermin dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. 

Bagian penjelasan Undang-undang tersebut menyatakan bahwa: 

 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. 

Dalam presfektif hukum setiap keputusan yang diberikan oleh hakim 

memiliki dasar pertimbangan yang konkret karena putusan hakim merupakan 

puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh 

seorang hakim. Mengenai tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian 

keuangan negara maka salah satu tujuan utama dalam penanganan perkara 

korupsi yaitu dengan upaya pemulihan kurugian keuangan negara dengan di 

laksanakannya ketentuan tentang pembayaran uang pengganti. Ketentuan tentang 

pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan  yang megacu kepada Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

                                                           
5 R Subekti dan Tjitrosodibio, kamus hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.103. 
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 Ketentuan pidana uang pengganti dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b6, Pasal 18 

ayat 27 dan Pasal 18 ayat 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penegakan hukum dalam 

pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap 

tentang pidana tambahan berupa pembayara uang pengganti dalam rangka 

pemulihan kerugian keuangan negara. 

Dalam rangka pelaksanaan pengembalian kerugian negara pembayaran uang 

pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi jika tidak membayar uang pengganti dalam 

jangka waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat 

disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam 

hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 

uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang  lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam 

                                                           
 6Pasal  18 Ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 

pembayaran uang pengganti  yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang 

diperoleh dari  tindak pidana korupsi. 

 7Pasal 18 Ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jika 

terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) huruf b paling lama 

dalam waktu1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  
8 Pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam 

hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang  

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum  dari   pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 
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undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

hakim. 

Berikut merupakan beberapa putusan yang amarnya terdapat penjatuhan 

pidana penjara sebagai subsider pada putusan pidana uang pengganti dalam 

perkara tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 42/Pid.Sus-

TPK/2015/PN.Plg menyatakan bahwa terdakwa H.A. Rakhman 

Achmad,S.Sos.,MM Bin Achmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan beberapa tindak pidana korupsi menghukum dengan pidana penjara 

selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.-

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan ketentuan apabila terdakwa tidak 

membayar diganti  dengan pidana kurungan selama  2 (dua) bulan.  Menghukum 

terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 210.000.000.-(dua ratus 

sepuluh juta rupiah)dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang 

pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita  oleh jaksa dan dilelang 

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta 

benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana 

penjara selama  2 (dua) bulan.9 

                                                           
 9DirektoratPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia,http://putusan.mahkamahagung.co.id 

/putusan/15c675bb260f7a6f9c4da2a37ec487de, Diakses, 18 Februari 2018. 
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Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.51/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg 

menyatakan bahwa terdakwa Ayub Firdaus Bin Syarnubi terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang silakukan secara 

bersama-sama menghukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 

denda sebesar Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

terdakwa tidak membayar diganti  dengan pidana kurungan selama  2 (dua) 

bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 

35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah)dengan ketentuan jika terdakwa tidak 

membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita  oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak 

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka 

diganti dengan pidana penjara selama  3 (tiga) bulan.10 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg 

Menyatakan Terdakwa IDRUS BIN MASTONI terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama 

menjatuhakan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) 

Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

                                                           
10DirektoratPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia.http://putusan.mahkamahagung.co.i

d/putusan/83d663d89b696a29ee40d4c9cdb1111&ei=LEZ5ouUt&lc=idID&s=1&m=233&host=www.

google.co.id&ts=1518990013&sig=AOyes_SwgZcoo7Lc9WFlhv_M1JFEbxyGzg, Diakses, 18 

Februari 2018. 
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pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar 

uang pengganti sejumlah Rp. 50.709.671,73 (lima puluh juta tujuh ratus 

sembilan ribu enam ratus tujuh satu tujuh puluh tiga sen rupiah) dengan 

ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 

(satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

maka hartanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebu dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) 

bulan.11 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg 

Menyatakan Terdakwa ADIB QODARYANTA, SP BIN DJAMALDI terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

Tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, 

apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 4 (empat) bulan. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti 

sebesar Rp. 412.171.858,- (empat ratus dua belas juta seratus tujuh puluh satu 

ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)  dengan ketentuan apabila 

terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lamabat 1 (satu) bulan sesudah 

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat 

                                                           
11DirektoratPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia,http://putusan.mahkamahagung.go.i

d/putusan/366bfc6496475ea91ecd477d8a56c204, Diakses, 23 Februari 2018. 
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disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal 

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 

pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) 

bulan.12 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.55/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. 

Plg. Menyatakan Terdakwa NURLELA BINTI NURDIN SOLEH telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama. Menjatukan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Menghukum terdakwa 

untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah apabila 

denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum 

terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.825.000,- (seratus 

lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dikurangi 

uang yang telah disetorkan terdakwa kepada penuntut umum Rp. 45.000.000,- 

(empat puluh lima juta) rupiah agar segera di setorkan ke Kas Negara dengan 

ketentuan apabila sisanya sebesar Rp. 108.825.000,- (seratus delapan juta 

delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dibayar dalam jangka waktu satu 

bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

harta terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut, apabila harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang 

                                                           
12DirektoratPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia,http://putusan.mahkamahagung.go.i

d/putusan/eaeb195eb44632aee5a2823439d34f03, Diakses 23 Februari 2018. 
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pengganti tersebut maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam)  

bulan. 13 

Dalam pemberantasaan tindak pidana korupsi khusunya dalam penjatuhan 

supsider pidana uang penggganti dalam upaya menggembalikan kerugian 

keungan negara melalui putusan hakim pada praktiknya tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dalam putusan subsidair pidana oleh 

hakim kurang berimbang dari penetapan uang penganti yang dianggap terlalu 

ringan serta  kecendrungan terdakwa tindak pidana korupsi memilih untuk 

menjalani pidana kurungan dibandingkan untuk mengembalikan kerugian 

keuangan negara.  

Penjatuhan subsidair pidana uang pengganti dalam rangka mengembalikan 

kerugian keuangan negara bukanlah suatu pidana pilihan melainkan subsidair 

pidana otomatis berlaku apabila pidana uang pengganti tidak terpenuhi oleh 

terdakwa pada perrkara tindak pidana korupsi. Dalam perakteknya pada saat 

sebelum terdakwa menjalankan subsidair pidana maka akan dilakuakan 

penyitaan terhadap harta benda terdakwa oleh jaksa untuk membayar uang 

pengganti kerugian negara dan apabila tidak cukup maka subsidair pidana akan 

berlaku dan harus dijalankan oleh terdakwa tindak pidana korupsi. Namun pada 

praktiknya penetapan besaran pidana uang pengganti untuk pengembalikan 

kerugian Negara belum berjalan secara baik yang dapat dilihat dari putusan 

                                                           
13DirektoratPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia,http://putusan.mahkamahagung.go.i

d/putusan/b32e61e64c402850d22ede52360e34f1, Diakses, 23 Februari 2018. 
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majelis hakim dalam penentuan jumlah uang pengganti serta dalam penjatuhan 

subsider pidana yang tidak berimbang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis  tertarik untuk melakukan suatu 

kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematif dan mendasar mengenai 

tindak pidana korupsi sehingga penulis memilih judul “ANALISIS 

TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEBAGAI SUBSIDAIR  

PADA PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA 

TINDAK PIDANA KORUPSI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan uraian latar belakang maka penulis memilih rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara sebagai 

subsidair pada putusan pidana uang pengganti pada perkara tindak pidana 

korupsi? 

2. Hal-hal apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana 

uang pengganti pada perkara korupsi? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai 

dengan permasalahan yang akan di bahas, maka penulis memandang perlu 



11 
 

 
 

adanya pembatasan permasalahan. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada 

teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara sebagi 

subsidair pada putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana 

korupsi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara 

sebagai subsidair pada putusan pidana uang pengganti pada perkara tindak 

pidana korupsi 

2. Untuk mengetahui hal- hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

sanksi pidana uang pengganti pada perkara korupsi 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna baik secara 

teoritis maupun secara  praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk mendeskripsikan dan 

mengetahui mekanisme dalam penjatuhan pidana penjara sebagai sebsidair 

pada putusan pidana uang pengganti oleh hakim dan dasar pertimbangan 

hakim dalam memberikan putusan dalan perkara tindak pidana korupsi dan 
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untuk mengembangkan ilmu hukum yaitu bidang hukum pidana khususnya 

dalam tindak pidana korupsi.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai penjatuhan pidana penjara 

sebagai subsidar pada putusan pidana uang pengganti pada perkara tindak 

pidana korupsi. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Putusan Hakim 

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 

yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri 

atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.14Setiap 

putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan: 

a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib 

b. Putusan bebas 

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

Sesudah putusan pemidanan diucapkan, hakim ketua sidang wajib 

memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:15 

                                                           
14 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,  Liberty, Yogyakarta,  2002,  

hlm.202. 
15Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Paramitha, Bandung, 2000, 

hlm.27. 
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1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan 

2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak 

putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari 

sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada 

terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang 

ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mangajukan grasi, dalam hal 

ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana jo. Undang- Undang Grasi). 

4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan 

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak 

hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana,Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a 

(menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa 

selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan 

banding dapat dicabut sewaktuwaktu dan dalam hal sudah dicabut, 
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permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 

ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).16 

Teori Kebebasan Hakim 

Menurut Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan 

asas kebebasan Hakim guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat maka 

hakim melakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya. 

Seorang hakim seharusnya terjun ke dalam tengah – tengah masyarakat untuk 

mengenal sikap tindak dan prilaku di dalam masyarakat, merasakan dan 

mampu menyelami perasaan hukum, dan rasa keadilan yang hidup di dalam 

masyarakat.17 

Kemandirian dan kebebasannya Hakim pada dasarnya harus 

memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya dapat 

memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberi manfaat 

bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin kebebasannya serta 

kedudukannya di dalam Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang 

No. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.18 

2. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum secara sempit merupakan kegiatan mempertahankan dan 

menerapkan undang-undang. Soejono Soekanto menyatakan bahwa inti dan 

arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-

                                                           
16Pasal 196 ayat (3) KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana 
17Kartono, PeradilanBebas,Pradnya Paramita, Jakarta,1982 
18Sudarto, HukumdanHukumPidana, Sinar Grafika, Bandung, 1977,hlm 25. 
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nilai yang dijabarkan di jabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaina pergaulan hidup.19 

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, 

sehingga tidak heran kalau terjadi ketidak cocokan antara apa yang seharusnya 

(das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Dengan perkataan lain, 

muncul diskrepansi antaralaw in the books and law in action.20 

Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana  

Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :21 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang dibuat dan merupakan 

kebijakan kriminal. 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan karsa yang di dasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

                                                           
19SoerjonoSoekanto, Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakanHukum, Raja 

GrafindoPersada, Jakarta, 1983, hlm 5 
20Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 

2005, hlm.83. 
21Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm 5. 
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G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang akan di terapkan dalam skripsi ini ialah 

penelitian hukum normatif (normative legal research). Menurut Soejono dan 

Sri Mamuji, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.22 

Penelitian hukum nomatif atau kepustakaan dalam proposal ini yaitu  

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini juga akan di 

lengkapi dengan hasil wawancara yang bersifat sebagai penunjang dalam 

penulisan skripsi ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.23Dalam 

hal ini data diperoleh melalui proses interview atau wawancara kepada pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian dimana wawancara akan 

dilakukan kepada:  

a. Hakim Karir Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus yang 

bernama : Adi Prasetyo, S.H.,M.H. 

b. Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus 

yang bernama : Iskandar Harun, S.H. 

                                                           
22Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 

2012,hlm.13. 
23Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta,Jakarta, 

1998, hlm. 95. 
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c. Jaksa Penuntut Umum. Sebagai staf Pidsus di Kejaksaan Negeri 

Palembang yang bernama : Hendy, S.H. 

2. Jenis Pendekatan  

Jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach).24 Penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti 

aturan-aturan yang penormannya justru kondusif bagi terselenggaranya sistem 

peradilan pidana. Pendekatan perbandingan (comparative approach).25 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder. Namun karena penelitian ini menitik  beratkan pada data 

sekunder maka data primer lebih bersifat menunjang. Sumber bahan hukum 

yang digunakan terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum  yang mengikat, dan 

terdiri dari : 

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945. 

2) Peraturan Dasar. 

• Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 

• Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

                                                           
24Peter Mahmud marzuki,Penelitian Hukum,Kencana, Jakarta,2011,hlm.96. 
25Ibid.hlm.132. 
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3) Peaturan Perundang-undangan: 

• Undang-Undang daan peraturan  yang setaraf, 

• Peraturan  Pemerintah dan peraturan  yang setaraf, 

• Keputusan Presiden dan peraturan  yang setaraf, 

• Keputusan   Menterin dan  peraturan yang setaraf, 

• Peraturan-peraturan  Daerah. 

4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat, 

5) Yurisprudensi 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. 

c. Bahan hukum  tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan  hukum primer dan bahan hukum  sekunder 

seperti kamus (hukum), ensiklopedia.26 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Mengingat penelitian ini memusatkan penelitian pada data sekunder, 

maka pengumpulan data dan terutama di tempuh dengan melakukan 

penelitian kepustakaan dan studi dokumen. 

 

                                                           
26Amirudddinn dan Zainal Asikin, Pemgantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2014,  hlm.118-119. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

 Data yang diperoleh dan di sajikan dan dianaisis dengan metode content 

analysis secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis menganalisis isi 

pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pidana penjara sebagai 

subsider pada putusan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. 

6. Penarikan Kesimpulan 

 Data yang digunakan akan dikumpulkan dengan dianalisis dengan 

proses berpikir induktif. Proses berpikir induktif merupakan proses berpikir 

untuk menarik suatu kesimpilan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat 

khusus yang digunakan dalam penelitian kasus studi hukum. 
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